SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 442/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 65 /PL.02.6-Kpt/KPU-

Kab/IlI/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI

HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
Nomor 65/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/IlI/2020 tentang
Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2020;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali Nomor 65/PL.02.6-Kpt/KPU-



Mengingat

-9-

Kab/11I/2020 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomorl
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 143);
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3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1068),

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Boyolali Nomor 311/PP.01.2-
Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2020;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali

tanggal 1 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
65/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/Il1/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020.

Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Perubahan Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
! TARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
RN BOYOLALI

agian Hukum,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 442/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII /2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 65/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/111/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati
Boyolali secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

Tahapan Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil
merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Untuk
mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan
lancar, KPU Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan wewenang untuk
menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme
pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Boyolali Tahun 2020.

Bahwa dalam rangka untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan
kepastian pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan
hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis

Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1.

Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dalam
melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan
penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun
2020;

. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara rekapitulasi
penghitungan suara dan penetapan hasil dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

. Agar rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berjalan tertib, lancar,
dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara rekapitulasi

penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Boyolali Tahun 2020, yang terdiri dari:

S e

Pelaksanaan dan Formulir;

Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Boyolali;
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;

Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Boyolali Terpilih;

Ketentuan Lain-lain.



PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya
disebut Pilbup Boyolali 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat
di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut
KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang
dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut
KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai
Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut
KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara
Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk
menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.
Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan
Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa atau kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat dilaksanakannya Pemungutan suara untuk Pibup Boyolali
2020.



10.

11.

12.

13.

14.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara
Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang
dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Badan Pengawas Pemillhan Umum Kabupaten Boyolali yang
selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Boyolali
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Boyolali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut
Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
Kabupaten Boyolali yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pilbup Boyolali 2020 di wilayah kecamatan.

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya
disingkat Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk
oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di desa/kelurahan.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut
Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu

Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya
disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Boyolali
2020.

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di
TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama atau foto
Pasangan Calon.

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh
KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon,
Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak
digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan
hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten
Boyolali.

Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara
yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang
digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilbup
Boyolali 2020 yang memuat foto, nama, nomor Pasangan Calon.
Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah
seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan
Calon/Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan
dan Penghitungan Suara di TPS.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan
yang terdaftar di Pemerintah yang terdaftar di Pemerintah yang
mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa
Tengah atau KPU Kabupaten Boyolali untuk melakukan pemantauan
Pemilihan.

Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang
mendaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan
pemantauan Pemilihan.

Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap
adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana
publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.

Hari adalah hari kalender.



BAB II
PELAKSANAAN DAN FORMULIR

. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020 dilakukan

secara berjenjang sebagai berikut:

a. Tingkat kecamatan;dan

b. Tingkat Kabupaten.

. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020 dilakukan

sebagai berikut:

a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;

b. KPU Kabupaten Boyolali melakukan rekapitulasi pada tingkat
Kabupaten.

. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam Pilbup Boyolali 2020, terdiri atas formulir:

a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan
sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kecamatan;

b. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan
sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kabupaten/kota,

c. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
merupakan catatan kejadiankhusus dan/atau keberatan Saksi
dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara di tingkat
kecamatan;

d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-
KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi
dalam pelaksanaan Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara di tingkat

kabupaten/kota.



BAB III
PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.

2. PPS wajib:

a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang
diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat
yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;

b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidakmembuka,
tidak mengubah, tidak mengganti,tidak merusak, tidak menghitung Surat
Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;

c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari
Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan

d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di kecamatan.

3. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK
yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di
TPS.

4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau Kketersediaan
transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c,
PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah
Pemungutan Suara.

5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara.

6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat

dijjamin keamanannya.



BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. KEGIATAN PERSIAPAN
1. Penyusunan Jadwal Rapat.

a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat
pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.

b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dengan membagi jumlah desa /kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat
dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh:

1) Saksi;

2) Panwaslu Kecamatan; dan

3) PPS dan sekretariat PPS.

f. Surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara;

2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
pada wilayah kerja PPK,

4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling
banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;

5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon
dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap
kelompok yang bertugas secara bergantian;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang
ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan
Calon tingkat kabupaten; dan

7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir

tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.



g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing,
masyarakat dan instansi terkait.

h. Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam
rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap
dilanjutkan.

i. PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta

rapat rekapitulasi penghitungan suara.

. Pembagian Tugas.

a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK,
sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk
melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu
wilayah desa/kelurahan.

b. Pembagian tugas sebagai berikut:

1) ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara,

2) anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil
Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;

3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model
C.Hasil-KWK; dan

4) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan
Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.

c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan LCD projector.

. Penyiapan Perlengkapan.

a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
1) ruang rapat;

2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-
KWK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf b angka 4);
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3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir
sebagaimanadimaksud dalam angka 2);

4) kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil
pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

5) 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan
formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kecamatan;

6) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap,

7) perlengkapan lainnya.

c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dengan mempertimbangkan:

1) kapasitas peserta rapat; dan

2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

d. Formulir terdiri atas:

1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;

2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Kecamatan-KWK; dan

3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.

e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

f. Perlengkapan lainnya terdiri atas:

1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis
Pemilihan;

2) sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat anak kunci cable
ties/alat pengaman lainnya kotak suara,

3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan
ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;

4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

5) ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah,;

6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah,;

7) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan

8) daftar hadir peserta rapat.

g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) digunakan

untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model
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D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model
D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
h. Segel digunakan dengan cara ditempel pada:

1) sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-
KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-
KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu)
lembar;

2) kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang
memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1);

3) kabel ties/alat pengaman lainnya untuk kotak suara dari TPS yang

berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan

B. KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh ketua
PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS,
sekretariat PPK dan sekretariat PPS;

b. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:

1) agenda rapat;

2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kecamatan; dan

3) anggota PPS dan sekretariat membantu PPK dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap
hasil Penghitungan Suara di seluruhTPS dalam 1 (satu) wilayah
kecamatan.

e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada
huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4
(empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu
yang tersedia.

f. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud dalam huruf d dan huruf e dengan mekanisme sebagai
berikut:

1) memastikan kelengkapan kotak suara dariseluruh TPS di wilayah

kerjanya;
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2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
tingkat kecamatan;

3) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam
huruf A angka 3 (tiga) huruf b angka 4);

4) mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi
formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana
dimaksud dalam angka 3);

5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model
C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk
setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;

6) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data
hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang
tercantum dalam Sirekap;

7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan
data sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

8) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan
Model C.Hasil Salinan- KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu
Kecamatan;

9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau
Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status
penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model
C.Kejadian Khusus dan/atauKeberatan-KWK;

10) menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus
dan/atau keberatan yangterjadi di TPS sebagaimana dimaksud
dalam angka 9);

11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan

12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat
kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 11).

g. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK

wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi
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Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

1. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan

dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK
meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.

.Dalam hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK
wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai
dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah
ditetapkan.

. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikan pada akhir

jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai
kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.

. PPK wajib mencatat pembetulan data seluruh kejadian khusus
dan/atau keberatan serta statuspenyelesaiannya yang terjadi pada
saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir
Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.

.Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-
KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan
Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam
formulir Model C.Hasil-KWK.

. Dalam hal perbedaan data tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan
penghitungan surat suara.

.PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap
menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan
memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

.PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan
mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-
KWK.

. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan

dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

. Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK

menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat

ditandatangani oleh Saksi.
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t. Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak
bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada
huruf s, formulirditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang
hadir yang bersedia menandatangani.

u. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil
Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.

v. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK
ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi
tingkat kabupaten.

Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

a. PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-
KWK berupa hasil pindai kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

b. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.Hasil
Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kabupaten
Boyolali.

c. PPK atau KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima
penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada
Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

d. Format tanda terima ditetapkan oleh KPU.

e. PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di
tempat yang mudah diakses olehmasyarakat selama 7 (tujuh) hari.

f. PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam
kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.

g. PPK memasukkan ke dalam kotak suara untuk menyimpan formulir
Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:

1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;

2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau KeberatanKecamatan-KWK;
dan

3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.

h. PPK memasang kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara
sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g serta menempel segel.

i. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel kepada
KPU Kabupaten Boyolali.

. Penyerahan kotak suara disertai dengan surat pengantar.

[ S5V

k. Format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf j
ditetapkan oleh KPU.
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. KPU Kabupaten Boyolali membuat tanda terima atas penerimaan
kotak suara dari PPK.
. KPU Kabupaten Boyolali wajib menyimpan kotak pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya.

. Format tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf1 ditetapkan

oleh KPU.

PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing
untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat berupa foto

dan/atau video.
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BAB V
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

A. PERSIAPAN
1. Penyusunan Jadwal Rapat.

a. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara
tersegel dari PPK.

b. KPU Kabupaten Boyolali menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam
wilayah kerja KPU Kabupaten Boyolali.

c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat
dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

d. KPU Kabupaten Boyolali wajib menyampaikan surat undangan
kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara.

e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh:

1) Saksi;

2) Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan

3) PPK.

f. Surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara,;

2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU
Kabupaten Boyolali;

4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling
banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua)
orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara;

5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandate tertulis
yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye

Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
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7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir
tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing,
masyarakat dan instansi terkait.

h. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak hadir
dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pelaksanaan
rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten
tetap dilanjutkan.

2. Penyiapan Perlengkapan

a. KPU Kabupaten Boyolali menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
1) ruang rapat;

2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil
Kabupaten /Kota-KWK;

3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota, selain formulir
sebagaimana dimaksud dalam angka 2);

4) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat PPK;

5) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan

6) perlengkapan lainnya.

c. KPU Kabupaten Boyolali menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:

1) kapasitas peserta rapat; dan

2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

d. Formulir terdiri atas:

1) Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;

2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-
KWK; dan

3) Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.

e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.
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f. Perlengkapan lainnya terdiri atas:

1) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir
sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b angka 6);

2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk kabel ties/alat pengaman
lainnya kotak suara;

3) sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali
formulir sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 3 (tiga)
huruf d;

4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dari PPK;

5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

6) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah,;

7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

8) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan

9) daftar hadir peserta rapat.

8. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4) digunakan untuk

menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
a. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali membuka rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
b. Ketua KPU Kabupaten Boyolali memberikan penjelasan mengenai:
1) agenda rapat; dan
2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kabupaten.
c. KPU Kabupaten Boyolali melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dengan langkah sebagai berikut:
1) memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
tingkat kabupaten;
3) membuka kotak suara tersegel;
4) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir
Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara;
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5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil
Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir
dalam wilayah kerja daerah kabupaten;

6) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK
dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;

7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan
data sebagaimana dimaksud dalam angka 6);

8) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK
dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang
dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali;

9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau
Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada
saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau
Keberatan Kecamatan-KWK;

10) menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau
keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9);

11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan

12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat
kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam huruf angka 11).

d. Saksi atau Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara kepada KPU Kabupaten Boyolali, apabila terdapat hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Boyolali,
KPU Kabupaten Boyolali wajib menjelaskan prosedur dan/atau
memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten
Boyolali dapat diterima, KPU Kabupaten Boyolali seketika melakukan
pembetulan.

g. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU
Kabupaten Boyolali meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Boyolali

yang hadir.
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h.Dalam hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU
Kabupaten Boyolali wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Boyolali sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.

i. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali disampaikan
pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU
Kabupaten Boyolali mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir
Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;

j- KPU Kabupaten Boyolali wajib mencatat pembetulan data dan seluruh
kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya
yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Kabupaten /Kota-KWK.

k. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil
Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang
dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali, KPU Kabupaten
Boyolali menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model
D.Hasil Kecamatan-KWK.

2. Formulir Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten
a. KPU Kabupaten Boyolali mencetak berita acara dan sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten melalui
Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK,
dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.

b. KPU Kabupaten Boyolali, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali
memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model
D.Hasil Kabupaten /Kota-KWK.

c. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten Boyolali
melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil
Kabupaten /Kota-KWK.

d. Ketua KPU Kabupaten Boyolali dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota
KPU Kabupaten Boyolali menandatangani formulir Model D.Hasil
Kabupaten /Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.

e. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali serta Saksi yang
hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud
pada huruf d, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten

Boyolali dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
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KPU Kabupaten Boyolali melakukan pemindaian terhadap formulir
Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.
KPU Kabupaten Boyolali wajib menyampaikan salinan formulir Model
D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK berupa hasil pindai kepada Saksi dan
Bawaslu Kabupaten Boyolali.
Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kabupaten,
salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh
dari KPU Kabupaten Boyolali.
KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima penyampaian
salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK kepada Saksi
dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.
Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan
oleh KPU.
. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan
Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar
penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
. KPU Kabupaten Boyolali mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat kabupaten kepada KPU melalui Sirekap,
pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk
diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
1) naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model D.Hasil
Kabupaten/Kota-KWK; dan
2) naskah asli elektronik (softcopy) salinan Keputusan KPU Kabupaten
Boyolali tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan formulir Model D.Hasil
Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud
pada huruf n angka 2) di laman KPU Kabupaten Boyolali dan/atau
tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Boyolali
wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
1) kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK,
Model D.Kejadian Khususdan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan
Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untukseluruh kecamatan

dalam keadaan disegel; dan
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2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

KPU Kabupaten Boyolali memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu

Kabupaten Boyolali, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau

Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf q dapat berupa foto

dan/atau video.
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BAB VA
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap
sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap,
terdiri atas:

a. komputer/laptop;

b. printer;

c. LCD projector;

d. aplikasi Sirekap; dan

e. jaringan internet.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua)
disediakan oleh PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus
tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada
di lokasi yang terdapat jaringan internet.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.



- 24 -

BAB VI
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara
terbanyak.

2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh
oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih
dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih
luas secara berjenjang.

3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon
terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih
luas di tingkat kecamatan.

4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, Pasangan Calon
terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih
luas di tingkat desa/kelurahan.

5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) masih sama, Pasangan
Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang
lebih luas di tingkat TPS.

6. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
c. Bawaslu Kabupaten Boyolali.

7. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan
Calon terpilih.

8. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan Berita Acara pada hari yang
sama kepada:

a. DPRD Kabupaten Boyolali atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Boyolali;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon,;

c. Pasangan Calon terpilih;

d. KPU; dan
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e. Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam
Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.

Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah
Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan
dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan
kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah
Konstitusi diterima.

Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon
terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara
ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih di papan pengumuman dan
laman KPU Kabupaten Boyolali atau tempat yangmudah diakses oleh

masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.
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BAB VII
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU
Kabupaten Boyolali dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu
sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang
kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang
kurang jelas;

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang
kurang jelas;

e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara
jelas;

f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau

g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau
waktu yang telah ditentukan.

Selain keadaan tertentu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku

mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang

pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka

3 (tiga), Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Boyolali

dapat mengusulkan untukdilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara ulang di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan

selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang

disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5

(lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK

atau KPU Kabupaten Boyolali.

Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap

prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang
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kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara
di tingkat kecamatan berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan
keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat
kecamatan.

Saksi atau Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara ulang di tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Boyolali apabila
terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara
di tingkat kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan
keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat

kabupaten.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan,

bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang

mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat

dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten Boyolali dapat

memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota

kabupaten.

KPU Kabupaten Boyolali dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

KPU Kabupaten Boyolali dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Boyolali dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.

PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas

untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.

Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten

Boyolali menetapkan kembali PPS dan PPK.

Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan

sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.

KPU Kabupaten Boyolali dapat membuka kotak suara untuk mengambil

formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil

Pemilihan.

Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:

a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Kepolisian
setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;

b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di
persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di
persidangan;

d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke
dalam kotak suara dan dikunci seperti semula;

e. melegalisasi fotokopi dokumen di kantor pos; dan
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f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani
oleh ketua KPU Kabupaten Boyolali dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.
Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di PPK, KPU Kabupaten Boyolali dikenakan sanksi pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan
Calon berpedoman pada Peraturan Komisi tentang Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain
dalam Keputusan ini.
KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam
Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih
dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto
dan nama Pasangan Calon.
Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon
kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), KPU Kabupaten
Boyolali menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada

Pemilihan serentak periode berikutnya.
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BAB IX
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam

Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Boyolali 2020.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SRR 4, RIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
(&N, BOYOLALI
Bagian Hukum,




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 442/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 65/
PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/111/ 2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASILPENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

NO

FORMULIR

NAMA

KECAMATAN

MODEL D.HASIL
KECAMATAN-KWK

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI
TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020.

MODEL D.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN
KECAMATAN-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020.

D.DAFTAR HADIR
KECAMATAN-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.




NO

FORMULIR

NAMA

KECAMATAN

MODEL D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI
TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020.

MODEL D.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ ATAU
KEBERATAN
KABUPATEN/KOTA-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020.

D.DAFTAR HADIR
KABUPATEN/KOTA-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.




BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA MODEL

D.HASIL KECAMATAN-KWK

DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN i it
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KECAMATAN I esbessute s s s b en s a bae Sb N a R e SR AR A NS RO NRE PN PRV SRS LSRR SR

KABUPATEN/KOTA¥) : BOYOLALI

PROVINSI : JAWA TENGAH
Pada hari ini ANgEAl  ssrsmiesiisTes s re s b e bulan ... tahun
........................................................ , Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan .....ocococoiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieieeneeaennns
mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: .........cooovviiieiiiiiiiiiieeeiiiie e esiaieeeeeaiens

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon,serta
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam
wilayah Kecamatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ................ [ somsesmmnearses ) rangkap dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketuadan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

I. [nama saksi] 2. [nama saksi)

(tanda tangan) (tanda tangan)




(ueBue) epuey)

(ureBue; epuey)

o vurey) g

(1s3es eureu) ‘[

NOTVO NVONVSVd ISHVS NVONVL VANVI NVd VIRVN

S 14 € [4 1
NVIVINVOEN NVHITINAJ VILINVd NVDNVL VANV.L NVd VINVN
JNC yipd yey unieundduow
m__w_ Bues seupqestp mwag yrunjos yenp| &
INC
¥d SEIIQesIP YU ynanjas yenunpe| |
b4}
61 el L 91 [T 3] £1 2zt 1] ot 6 ] 4 9 S 3 € 3 I
P — [P SR S w A e | - . . e T | e - .
VTP saL sdL sar sar sa1 sa1 sar sdL sar sdL saL sar sz sa1 sdar SVUITEVSIA HITINGd vava( 1T
RVIORR NVIVan "ON
THP
Aqd (£°g+Z*8+18) YAl 3| waubluog yeponp ‘g
q
‘TP (Quda} uedurialay 18ins nele
dad FIUoDRH JLY uedusp ymd et usyeungguaw
1 Bues |4Q wrenap fuyepaa) Yepn yEuwod yepung g
MNP
ol BAuyttd yoy umpeunsguow Suef (yddq)
AW yepuld BuA yiiad yepung -z
byl
NP
qd 1d4q wretep ymd ey sundsusd yeuing
M1
HITI ¥VH YNNOONAd | g
TNC
dd (e V+Z"V+1 V] qarsod yopunp ‘b
M1
TWe {QLdQ) vedtenoy Juins nae
Ad HuonyIpR gLy weduap yipd Yoy uwyeunssusie
W1 BueA L4Q weep Joyepas) YBpR Yiwsd qensnp e
THE
dd (uddq) uamnow yepurd Sued yquad yopunp 7
a
THIM
dd (4MY-€V 18Pop) 1dd tuejep yniad yegumpe g
il
HITINAL Viva| 'V
61 e1 L1 91 [3] (1 €1 4 1] ot & < L 9 S ¥ | [ 1
SVEVARIIEIAAY | | e | e ] e PR R B PR Vi v I ™ o | | e
HVIRGe sar sd1 saz say sdL sdL sd1 sdL sar sdL sdL sdL sa1 sa1 saz HITId IVH AVYNADONTd NVA HITIRIL VIva !
BVIDNDS AVivia "ON
Sdl LVADNIL ISVINLIGVAHY 'V
HVONAL vAvr ISNIAOYd
z<aa nuﬂ%&?w. - ITVIoA08 (+WLOM/NALVANEVH
R ot ISV NVLVIHVOaX
NVHVANTITI




(ueBue) epuey)

(reBue) epures)

(is3[es eureu] g

(1syes eureu) -

NOTVO NVONVSVd ISHVS NVONVL VANVL NVd VIVN

S [4 1
NVIVAVOIM NVHITINAD VILINVd NYONVI VANV.L NVA VIRVN
INC yid yey ueyeunsBuauwr |
“w_ Bues senqusip yimuag yninps yepunp! ©
TN
Aad saqusip yiruad yrings yepume| |
A1
o1 [ 41 91 [3] ¥l 31 z ] o1 6 ] 4 9 g ¥ £ L 1
SVEY QNI STy . RS I D e O PO [P I T svEvauld
Hvamar saL s el saL sz sa1 oL saL saL sz sdr sdr sd1 sdL Hvimar SVLITAVIIA HITRAd Viiva| I
RYIDNIX NVIViA ‘oM
TNr
Aqd {e'8+2°8+18) YAIQ X°H vunBRuog yepwnp p
by
He (ALdq) ueBueianey Jwsne nuie
dd Nronydf2 diy uedusp yind ety uwjrundumu
- BuBk \JQ WETEP JEUpIa) YUpn YHWSG Yetmnp g
NP
" eAuymd yey umeundsuow Swes (Ydda)
d WIMUSK yepuld Suvs yinuag yepung -z
a1
MNP
Hd 1d4a wwjep ypd sey wundsusd yeunpe ||
N1
HIld NVH YNNDONId | g
INP
ad {£V+Z'V+1V) UiRBod e
bl
e {qL4Q) wedueamay Jeans nwe
Ad uUanMoP 41y uedusp wyipd yey umppundduow
e B L4 WeEp Iajepion yepy [nuag qepung ¢
‘INC
Ad (dd@) Uua Yepuid Buwd yniusg qepung -z
nm
INP
dd IMN-EY 12POIA) LdQ WeTep riuag yepunpe |
n
HITIW3Ad VLVA] 'V
of 81 21 91 51 [N <1 4] 11 ol 3 13 L 9 ] » e | z [
SYEY QIS Iy ] e | e ] ] - " o — ] | e | [rreTe——
uvimar saL sdaL 841 sdr sat s sdL saz sdz sd1 sd1 sd1 sd1 84y EvIMar HITId 2VH SVVNADONEd NVG HITIREd VIV r
HVIOERL NVIvia ‘ON
Sdl LVHODNIL ISVINLIdVETY ‘V
HVONIL vAvVe 4 ISNIAOYd
I — rvioxod (v1OM/NELVINAVH
HMH-NVIVAVORN TISVH'A : NVIVIAVOTH
pi:telo) ] .
: NVHVANTIEA




(ueBue) epue))

(reBue) wpue))

(1s37es vureu) 'z

{isyes Burey) -|

NOTVO NVONVSVd ISHVS NVONVL VANVL NVA VINVN

S 14 [4 1
NVIVAVOTM NVHIIINAJ VILINVd NVDNV.L VANV, NVA VINVN
MLiiN witd syey umeunisusw
“w_ 2uek semqesip yArusg ynnes yonunp| ©
AN
uqd SRIQEsIP YRS Yrunjas yejumnp| |
Fal
61 8t Ll L34 £1 [} £l kA S 144 ot 6 8 L k] s ¥ £ 4 1
| e e | e | e o [P R - | e | e | WS A [res——
WEHY AVINAL sz saL sd1 st sd1 841 sa1 Fres sd1 sda1 saz saz sa1 sd1 avImar SVLITEVSIQ HIRId viva| 1
HVIORIE NVIVQR ‘ON
NP
3d (e°a+Z°g+1'8) AT ¥oH wundRood yupung 'y
N1
Ine {qLdQ) ueBurimay jmIne ne
Ud Homo» 41y ueBusp yipd ey uwjeunguaw
e Buuk L4Q WP SeeRNa1 YUPR YIS tequng g
P
o eAuymd yey ueyeunddusw Suwes (yddg)
4 YMWIW yepuld BueS yijnuad yepone g
n
e
ad Ldq wiepep ymd ey eundduad yepunp ')
hyl
HIId MVH YNADONYd | g
TP
Ad {e'V+Z'V+I'V) quRueg yupump -y
n1
NP (q14Q) uedureamay Juins nne
¥d Muoanxa diN uedusp pud yey umpeundBusu
T 8uek L4q weep seyvpea) Yepn YU Yepunp g
'INP
¥d {4dda) ymwaW yepwid Suek yuwad yepung -z,
A1
me
Ad (HMN-€V 19POI) LdQ trepup ygruad yepuap -
|
HIMIWad viva] ‘v
(1 91 [l 91 St vl eI Tl 4] o [ L3 I3 9 < 14 € Z 1
wvmar | | | = - " PR I (. " | — AVEvORLS J— HODDNG4 HVG BITHREE YIva X
o 41 SdL $ds 84 sdaL 41 sdL sS4l 8d1L SdL sd1L B4l sdir 84l HvIRAr HVH NVV
nvIoRRs NVIVHA ‘oN
Sdl LVHDNIL ISYIALIAVITY 'V
HVDNAL vAAVK ISNIAOYd
<o mETTRTO V10308 (xvL0¥/NaLVdnavy
HAH-NVIVAVOEN ‘USVH'A : NVIVIAVOTNR
(eie) 7] .
= : NVHVENTEN




(weSue) epue;) {ueBue; epuey)

(1s>fes vureu) g (1syes eureu) ' |
NOIVO NVDNVSVd ISHMVS NYDNVL VANV NVA VINVN

NVLVINVOAN NVHITINGd VILINVd NVDNV]I VANVI NVAd VINVN

(0°AI + S°Al) HVS HVALL VHVAS NVA HVS YIVAS HVINOS |

HVS HVALL vIvas gVINar| 9

HVS vyvns HVIWAr| '8

NCOIVO NVONVSVd YWVN Z
NOTVO NVONVSVd VINVN 1
NOTVD NVONVSVd VNVAS NVHAIOUAd VIVA | 'V
21 L1 91 ST ¥ et zl 1t o1 3 i3 A 9 s ¥ £ Z 1
AVEVamId/amay rerr [T (RN OVEL SN | e | e [ — ] e . NOTVO RVONVEVA AT
HVIROC SdL 1283 Sdi 841 43 4l saL 8dlL 41 sar 84l SdX 843 Sdl SdL VAVAS NVHAIONId NVIONIE
RVIOZ RVTVRiIN ‘ON

uwfpundip Sues erens yeins yepunp| v

uRBUBDEO BIBNS JRINS BSIS HNSBULISY
rexedia yEpn/uwiwundip sepn Suwd siens yuns yepunp

$0[GOVIP NIKPY /esI
euarey yinuad o]0 UENIGUIINIP VIBNS 1RINS YCRURL

(o
uep |11 2111 eped ueyrnnfux geey uedusp vuies) uvduepes| |
BIENS J1N8 {NSVULY ‘CwRalp 3ues wiens Jens yopune

o1 7 T ST Vi el 2l m 3 ] Z S s v T z 1

EVEv i Tam e e e e % T e -
avinar sdt saL saL 541 say say sdL 841 s4 s41 (3 sd1 S saL saL VIVAS 1Lvias NVVNRODNEJ Viva m
aviour NvIvin ‘ox

Sdl LVHONIL ISVIALIAVITEY 'V

HYONHEL YAVL ¢ ISNIAOAd

FIVvIOXOH @ (+VLOM/NALVdANIVI

B — : NVIVHAVOaM

E:.Ekgu EMUBVHA | 00 eseeen : NVHVINTANA
13GOW




A,

KELURAHAN

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)

PROVINSI
REKAPITULASI TINGKAT TPS

v e ee se

BOYOLALI
JAWA TENGAH

MODEL
D.HASIL KECAMATAN-KWK
Halaman 3.....

URAIAN

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

JUMLAR TPS

TPS

™8 TPS

JUMLAH

2

13

17

ARHIR/PIADAHAR
18

Jumiah surat suara yang diterima, termasuk surat suara
cadangan [sama dengan hasil penjumlahan pada 1.2, 113 dan
141.4)

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilit karena
rusak/keliru dicoblos

Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai
termasuk sisa surat suara cadangan

Jumlah surat suara yang digunakan

URAIAN

RIACIAN

RINCIAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON

JUMLA" TPS
PINDAHAN e

TPS TPS

TPS TPS TS

™S

JUBLAE
AKHIR/PINDABAN

2

T8

DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON

JUMLAH SUARA SAH

JUMLAH SUARA TIDAK S8AH

D.

JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. {nama saksi)

2. (nama saksi)

({tanda tangan)

{tanda tangan)
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Model D.Kejadian Khusus
dan/atau Keberatan
Kecamatan-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Kecamatan T o T e 1 458 i A e B R A A B
Kabupaten/Kota *) : BOYOLALI
Provinsi : JAWA TENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi*) sebagai berikut:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA
SAKSI,

.........................................................................

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK;

2. Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan;

3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan
kalimat ‘NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua PPK.



MODEL D.DAFTAR
HADIR
KECAMATAN-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2020
Kecamatan === = = aeiciminisssesssnes
Kabupaten/Kota : BOYOLALI
Provinsi : JAWA TENGAH
INSTANSI/LEMBAGA
No Nama /ORGANISASI TANDA TANGAN
TandaTangan

Ketua PPK




BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA MaDET
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA KABUPATEN /KOTAKWK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 Halgman 1.....

KABUPATEN/KOTA¥) : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

Pada hari ini .coeeeeeeverevsineieeenennnn, tAREEal.  ucsesivanisie v i e BUAR ciiricianrennsonnrannnnssssssnssannsosss e e ; KPU
Kabupaten/Kota®| ...... sesneseneen.. Melaksanakan rapat pleno rekapitulasi  hasil  penghitungan suara  Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati bertempat  dif .oocoiireianieiineieinesieeoiesseseesesseseessnesssses

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu
Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir
Model D.Hasil Kecamatan, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWEK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ................ B oy ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1. (nama saksi) 2. (nama saksi)

(tanda tangan) {tanda tangan)




MODEL

D.HASIL
KABUPATEN/KOTAY) : BOYOLALI KABUPATEN/KOTA-KWK
PROVINSI : JAWA TENGAH Halaman 2.....
A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN
RO. URAIAN RINCIAN
2 JUMLAR
1 DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH [N I Raain e | e | e S IRV - ARHIR/PINDAHAX
1 2 [ 3 4 3 6 7 3 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19
A. [DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) PR
JML
LK
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) PR
JML
3. Jumish Pemilih tidok terdaftar dalam DPT yang LK
menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik PR
atau surat keterangan (DPTb) ML
LK
4.Jumbah Pomilth {A. 1+A.2+A.3) PR
JML
B. | PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Jumlah pengguna hak pitih dalam DPT PR
JML
LK
2. Jumiah Pemilih yaug Pindah Memitih PR
{I?PPh) yang menggunakan hak pilihnya
JML
3.Jumlah Pemitih tidak terdaftar dalam DPT yang LK
menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik PR
atau surat keterangan (DPTb) IML
LK
4.Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) PR
JML
RO. URAIAR RINCIAN
T |DATAPEMILIH DISABILITAS SRR S VR S . Heeamamma | Heca e e | e - ARHIR/PIEDAHAY
T 7 ) 7 5 [ 7 ) L] ] T 7 T 1K) L3 b0 142
LK
1 |Jumlah selurub Pemilih disabilitas PR
JML
T LK
2 Jumiah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunal PR
hak pitih ML
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
1 2 S

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)

2. (nama saksi)

(tanda tangan)

(tanda tangan)
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A.

KABUPATEN/KOTA*)

PROVINSI

RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

BOYOLALI
JAWA TENGAH

MODEL
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK
Hal 3.eree

NO.

URAIAN

m.

DATA PERGGUNAAN SURAT SUARA

PINDAEAN anre

2

k-
=H

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara
cadangan (sama dengan hasil penjumtahan pada 1.2, 111.3 dan
11.4)

Juinlah surat suara dikembalikan oleh penilih karena
rusak/keliru dicoblos

Jumiah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai
teninasuk sisa surat suara cadangan

Jumnlah surat suara yang digunakan

URAIAN

RINCIAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON

JUMLAR
AHHIR/PINDARAN

2

DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON

JUMLAH SUARA SAH

JUMLAH SUARA TIDAK 8AH

. |JUMLAH SGARA SAH DAN SUARA TIDAK 8AH (V.B + IV.C)

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)

2. (nama saksi)

{tanda tangan)

(tanda tangan)
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MODEL
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK
Halaman 4.....

KABUPATEN/KOTA*) : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH
B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
NO. URAIAN JUMLAH
1. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA AKHIR
1 2 3
| Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada I11.2,
111.3 dan [11.4)
2 |Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos
3 |Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
4 [Jumlah surat suara yang digunakan
NO. URAIAN JUMLAH
Iv. RINCIAN PEROLEHAN SUARA AKHIR
1 2 3
A. |DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
B. [JUMLAH SUARA SAH
C. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
D. |JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi) 2. (nama saksi)

(tanda tangan) (tanda tangan)




Model
D.Kejadian Khusus dan/
atau Keberatan
Kabupaten/Kota-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN /KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Kabupaten/Kota *) : BOYOLALI
Provinsi : JAWA TENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
Saksl, KETUA

*) Coret yang tidak Perlu

Keterangan :

1. Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten;

2. Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan
kalimat ‘NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua Kabupaten.



MODEL
D.DAFTAR HADIR
KABUPATEN/KOTA-

KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Kabupaten/Kota : BOYOLALI
Provinsi : JAWA TENGAH
INSTANSI/LEMBAGA
No Nama /ORGANISASI TANDA TANGAN
TandaTangan

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua KPU Kabupaten

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd.

ALI FAHRUDIN




